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PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tml
Z b\ 1Y >
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG
memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat

pertama dalam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin 12 Desember
1986, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
xxx, domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com /

No.Hp xxx sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Maridan, 1 Agustus 1985,
agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas), pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxx, Domisi

elektronik pada No. Hp xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

4 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register
perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tml, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

pada tanggal 24 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah kabupaten Barito

Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxx dan terakhir masing-
masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah
dikaruniai 1 (satu) anak, Xxx (alm), Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir,
Rodok, 2 April 2016;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :

a. Termohon pergi meninggalkan rumah dan pergi meninggalkan
Pemohon pulang ke rumah kediaman orangtua Termohon di Desa
Desa Telemow RT.003 Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam
Paser Utara,

b. Setelah kepergian Termohon, Pemohon mengetahui bahwa Termohon
menikah kembali dengan laki-laki bernama Sumardi pada tanggal 28
Agustus 2023 di rumah kediaman orangtua Termohon, tanpa
sepengetahuan dari Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut dari
bukti foto pernikahan yang dikirin dari teman sekolah Termohon;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil dikarena kan Termohon sudah
menciderai kesetian Pemohon;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak
sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka
jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon
dihadapan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f
PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
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9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.
Berdasarkan alasan/dalil-dalii di atas, Pemohon mohon agar
Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Tamiang Layang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Subsider:
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri (inpersoon) di persidangan, sedangkan Termohon
tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tml
yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan
patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali dalam berumah tangga
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada
dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dusun Tengah,

Kabupaten Barito Timur, Nomor xxx, bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun
2014,

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kontrakan di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan.

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon
sudah dikarunia anak yang Bernama Xxx Lahir, Rodok, 2 April 2016,
namun sudah meninggal pada tahun 2018;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri awalnya terlihat
rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 Pemohon dan
Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon disebabkan oleh karena ekonomi/naftkah yang menurut

Termohon kurang diberikan oleh Pemohon dan masalah tempat
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tinggal Termohon ingin tinggal di Xxx, sementara Pemohon ingin
tinggal di Xxx;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
kediaman sejak 8 (delapan) bulan lamanya, Termohon pergi
meninggalkan rumah kediaman Bersama, tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara
Pemohon dan Termohon serta tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berupaya untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun
2014,

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kontrakan di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan.

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon
sudah dikarunia anak yang Bernama Xxx Lahir, Rodok, 2 April 2016,
namun sudah meninggal pada tahun 2018;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri awalnya terlihat
rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 Pemohon dan
Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon disebabkan oleh karena ekonomi/nafkah yang menurut
Termohon kurang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
kediaman sejak 8 (delapan) bulan lamanya, Termohon pergi
meninggalkan rumah kediaman Bersama, tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara

Pemohon dan Termohon serta tidak saling mengunjungi;
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- Bahwa selama berpisah, saksi mendengar Termohon mempunyai pria
idaman lain (PIL) atau berselingkuh dan telah menikah dengan Pria
tersebut, namun saksi tidak mengenalnya, hal tersebut saksi ketahui
dari percakapan telepon yang dilakukan antara Pemohon dan
Termohon pada bulan Januari 2024, serta Termohon mengakui telah
menikah lagi;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berupaya untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan
pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan,
yang pada pokoknya tetap pada permohonnannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala
hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri dipersidangan
sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
28/Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan
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Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua
pihak yang berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis namun pada Maret 2023 mulai tidak harmonis disebabkan
Termohon pergi kerumah kediaman orang tua Termohon dan Termohon
mempunyai pria idaman lain, sehingga sampai sekarang tidak pernah
kembali lagi berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan
sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan
tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini
dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek
sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg vyaitu putusan
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yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke
persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil
Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka
sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk
menghindari kebohongan—kebohongan besar dalam hal perceraian dan
untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak
melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan
tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsagan gholidhon (ikatan yang
kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah
dengan Termohon pada tanggal 24 Desember 2014, relevan dengan dalil

yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik
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mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 24 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang
dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas,, Hakim telah
menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pda tanggal 24 Desember 2014,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kontrakan di
Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis,
mulai terjadi perselihan dan pertengkaran;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Termohon pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah Kembali lagi

sampai sekarang;
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5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi
yang baik dan tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak pernah rukun
lagi dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk
rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan
fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohonan Pemohon
mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka Hakim akan
pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan
keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya
dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya
mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan
talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan
mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka
dirumuskan dalam legal issue “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat
diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi
karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan a
quo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga
keadaan secara kumulatif;
Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga
unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:
- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;
Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-
unsur terjadinya suatu perceraian;
1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan
dan pertengakaran terus menerus sejak tahun 2021 dan sejak sekitar 8
(delapan) bulan sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling
memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, maka keadaan
tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan
rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah
perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau
dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam
permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya

pertengkaran fisik (phsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak
terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak
diketahuinya penyebab terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan
Termohon, akan tetapi telah secara nyata perpisahan tersebut terjadi dan
telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan hal tersebut oleh Hakim di
anggap sebagai bentuk perselisihan secara terus menerus maka sudah
dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa perpisahan yang berlangsung selama 1 (satu)
tahun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga merupakan
gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta
pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga
dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun
rumah tangga ideal seperti yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara
Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak
sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Termohon pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang. Selama
pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan
Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan
suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman
bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar
bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada
alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak

ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda
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keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat
tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang merupakan
bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri
utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan
dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu
sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak
harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan
yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan
menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat
mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon
dan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas
merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara
Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan selama berpisah, antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap
fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian
merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari
sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering
dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi
tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997
dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya
antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah
lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka
rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga
memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
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Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan
Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan
dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi
atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam
sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim
berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk
dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak
berhasil;

Menimbang bahwa keluarga atau orang terdekat Pemohon dan
Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat
kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada
setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya
mediasi tidak dapat dilaksankan karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya tanpa adanya
alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah
retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dalam sebuah rumah
tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika
suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan
rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya kembali rukun juga
tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak
ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian,
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah

bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan
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terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada
perkawinan tersebut yang telah pecah (marriage break down);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi
pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur—unsur untuk
terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang
demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut
pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan
perkawinan vyaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau
terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti
ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut
Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di
samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing,
juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan
membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara
fisik atau secara psikhis (kejiwaan) Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam
menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada
mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah figh;

Alooll wd> e pafio aawlaoll s,

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan
daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
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seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan,
bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yang sangat kuat atau mitsaqgan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana
tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur’an
surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawad dah, dan rahmah;
Jrzs lgal I9iSauil Lolg)l pSansil o pS) 515 Ol aisl os
da> )9 6390 pSiv
Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan
batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur
itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah
tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah
tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang
bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan
terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya
paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah
juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum
yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534
K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian,tidak perlu dilihat dari siapa penyebab
percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang
perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau
tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan
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tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukanlagi, meskipun
salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan
dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan
berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya
Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu)
dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemoghon tersebut telah
memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, maka sesuai
ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg permohon Pemohon dapat dikabulkan
secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan
suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Hakim akan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama
Tamiang Layang pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3,

hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Tamiang Layang;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp319.000,00
(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatukan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Roiha
Mahmudah, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA
Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak
melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu
Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,
ttd
Roiha Mahmudah, S.H.l.

Panitera Pengganti,
ttd
Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp114.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi | Rp30.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi Il Rp30.000,00
7. Biaya Materai Rp10.000,00
8. Biaya Redaksi Rp10.000,00
Jumlah Rp319.000,00

Terbilang (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)
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